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ABSTRAK - Bahwapemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal
110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah
satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayal penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah. Bahwa dalam rangka meningkatkan
pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menyesuaikan besaran tarif Retribus terhadap beberapa jasa/pelayanan
yang dinilai tidak sesua lagi dengan kondisi terkini. Bahwa jasa/
pelayanan umum yang seharusnya dapat menjadi objek retribusi belum
seluruhnya diatur di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Bahwa dalam Qanun Kabupaten Aceh
Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum diatur
mengenai peninjauan tarif sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah. Bahwa muatan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum sepenuhnya
memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pgak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu
disempurnakan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa
pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya,
maka oleh sebab itu, penyelenggaraan Retribusi Penggantian Biaya cetak
Kartu Tanda Penduduk yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus. Bahwa
untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf
e, dan huruf f, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011

tentang Retribus Jasa Umum perlu diganti. Bahwa berdasarkan



CATATAN

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf f, dan huruf g, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Jasa
Umum.
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